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P U T U S A N
Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Mpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX

RT.06 RW.02 Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan

Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

buruh harian lepas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX,

Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

09 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Martapura pada tanggal 12 Desember 2019 dengan register perkara Nomor

801/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

menikah pada hari kamis tanggal 15 September 2011 di Kelurahan
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XXXXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur, wali nikah (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin

berupa Seperangkat Alat Sholat tunai, sebagaimana tertera dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tertanggal 15

September 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXX Kecamatan

Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih

1 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal

dirumah milik Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan

Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan

pisah;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah

berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak

yang bernama ANAK I (perempuan) umur 7 tahun, ANAK II (laki-laki)

umur 2 tahun. Yang saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan

Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun

dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak akhir bulan

September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan :

4.1 Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah lahir;

4.2 Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

4.3 Tergugat kurang memperdulikan (memperhatikan) Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan Januari 2019 yang

disebabkan pada saat itu pada tahun 2014 Tergugat ketahunan

selingkuh yang bernama WIL, kemudian pada tahun 2017 Tergugat

ketahunan Penggugat selingkuh lagi yang bernama WIL namun
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Penggugat masih memaafkan Tergugat akan tetapi pada tahun 2019

Tergugat ketahunan lagi selingkuh dengan WIL lalu Penggugat

marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi

meninggalkan rumah Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang masih

tinggal dirumah milik Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah

orang tuanya sehingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih

11 bulan 1 minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi

layaknya suami isteri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah

berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah

tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan

hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan

Agama Martapura,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat

(TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2019/PA.Mpr

SUBSIDER
Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya

Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat

tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Martapura,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXXXXXXXXX

Tanggal 15 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.
Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

− Bahwa saksi adalah tetanggaPenggugat;

− Bahwa Saksi kenal Tergugat;
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− Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun

dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, namun sejak

tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

− Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2019, yang

disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu)

tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

− Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali,

namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

− Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

− Bahwa Saksi kenal Tergugat;

− Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun

dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, namun sejak

tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

− Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2019, yang

disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu)

tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

− Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali,

namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat

adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugatyang dipanggil secara resmi dan patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugatdapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan

8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat

dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat

dan Tergugatmempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4, 5

dan 6, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan

sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan

pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76

Undang-undaang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang
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dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa

dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah

memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan

saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula

keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan

demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai

dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi

telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat

diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan

Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri sah;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1

(satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah sudah

1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami

isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan

Tergugatsudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya dan tidak

pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan
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dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan

wanita lain serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami

isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugattelah

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian

sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memisahkan

hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugatlebih besar manfaatnya

daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah

pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan

tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat

An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat

(mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan

menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya

kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang

berbunyi:

�Q�\�Q� ��� ��֡ �Ϡ�Ο� �Q�\�Q� �Is
“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik

suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka

2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain

Shughra Tergugatterhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2)

huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp391.000,00, (tiga ratus sembilan puh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan

Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Alfi Zuhri,
S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Alfi Zuhri, S.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd
Fahrizal, S.H.I.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 275.000,00

- PNBP Pgl I : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puh satu ribu rupiah).
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